PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tegar Beriman No. 40 Cibmong 16914 Telp (021) 8751090, Fazs (021) 6760671
ok | "NRLN L]

Website : www.dpmptsn_liogmkab.uo.Id | Emall - dpmplsp@obogorkab go 14

e e e S e e T ey
- N

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR
Nomor : 421.2/077/ 00008 /DPMPTSP /2014

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA

SEKOLAH DASAR TAHFIDZ AR-RASYID

KELURAHAN PABUARAN KECAMATAN CIBINONG
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BUPATI BOGOR

bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanarn dan pemeration

pendidikan dasar kepada masyarakat, serta  mewujudian
pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan 1zin
Pendirian Sekolah Dasar Tahfidz Ar-Rasyid yang yang berlolas di
Jalan Situ Ginting, Kampung Pos RT.001 EW.O13, Kelupabin
Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;

bahwa bepdasarkan pertimbangan sebagaimina dimnalkesud  dalam
huruf a, perlu penetapan Keputusan Bupati Bogor, tentang lzin
Pendirian Sekolah Dasar Tahfidz Ar-Rasyld yang yang herlolkasi di
Jalan Situ Ginting, Kampung Pos RT.001 RW.013, Kelurahan
Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungar Propinsi Djawa Barat
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor &) sebapgaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupafen Subang dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi
Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 31, Tambahan Lembaran Nepara Republik Indonesia Nomor
2851); .

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851},
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor

78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nom‘ur al,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor #4801

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Urdang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemertntahan [J.“‘_-—,L-['
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679].

Admirstras!

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang g
Tahun 2014

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomof
5601); iy ' _ -
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar

Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
91);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4194,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4911);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Repu blik Indonesia

-.Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5157); ; _
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5533);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional
Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan
Instruksi Presilc%en Nomor S Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional
Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007
tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan
Dasar dan Menengah;
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007
gmtangM dStanaC}l]ar Sarana dan Prasarana - untuk Sekolah
asar/Madrasah  Ibtidaiyah ~ (SD/MI),  Sekolah  Menengah

Pertama/Madrasah Tsanawi
Atas/Madrasah Aliyah {Ssa‘il;;h A][;SMP/ MTs), dan Sekolah Menengah

S:;f‘at;rmsl:;:ﬁtcﬁ Pendidikan Nasional Nomor 1S Tahun 2010
Kabupg.tenfl{ota-r Pel&yaﬂaﬂ Minimal Pendidikan Dasar di
Menteri Pendjd'i sebagaimana telah diubah dengan FPeraturan

Sl g Kebuda}’am Nomor 23 Tahun 2013 tentang

+Perubahan at )
as Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15

Tahun 2010 te
Kabupatcn/KDS;m?Bgc?‘it&ndp?r Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di
Nomor 464); , €Rara Republik Indonesia Tahun 2013

Hal 2/5

ARy

AL TE1456¢s

Dipindz dengan CamScanner



Menetapkan
KESATU
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2. Surat Keterangan Domisili dari Camat Cibinong Nomor 420,116
Kec, tanggal 23 Februari 2018: mor: 420/116 -
3. Surat Keterangan Domisili dari Lurah Pabuaran Nomor
503/16/X/2016, tanggal 13 Oktober 2016. R
4. Berita Acara Pembahasan Nomor 27 /BAP-IP.SD/ 111 /2018, tanggal 7
Maret 2018. : ggal

MEMUTUSEKAN

Memben izin kepada :

Nama Yayasan - YAYASAN PONDOK PESANTREN
AR-RASYID

Alamat - Jalan Situ Ginting, Kp. Pos RT 00! RW.OL
Kelurahan Pabuaran, Kecamatan CGibmnong
Kabupaten Bogor

— o w——
o
P e

Nama - SEKOLAH DASAR TAHFIDZ AZ-2ASYID

Alamat : Jalan Simu Ginting, Kp.
Kelurahan Pabuaran, Recamaian
Kabupaten Bogor

Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam dixIum

sepanjang mematuhi semua Ketentuan yaiu -
a. menjamin peserta didik mempercleh akses pelayanan ¢
peserta didik yang orang tua/ walinya bdak mamp
pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, 313¢ ¢

daerah khusus;

b. melakukan dan/atau memiasilitas: penjaminan mutu pendidikan S
satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Siandar

Nasional Pendidikan;

c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan xepada
memiliki potensi kecerdasan dan/atau Daxat
prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknolog:.
olahraga pada ungkat satuan pendidikan.
Labupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional:

d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi penddikan pada
satuan pendidikan yang berbasis teknolog informasi dan kemunikas?,

e. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidixan
sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;

f menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdin di atas tangh mil: X
sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesua dengan
pcraturan/pcmndang-undangan yvang berlaku, ndak sengkeia, dan
tidak digunakan untuk kegatan lan selain kegatan pro
pembelajaran.

Dalam hal pelaksanaan kegialfaﬂ pendidikan

dimaksud pindah alamat. bergant yayasan dan atau d:

kepada yayasan lan maka keputusan m: batal

mengajukan izin pendirian banu:

Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata tmbul kerugan

terhadap pihak lain atav peserta didik, yang mengalkabatkan terhenunya

RRERARiGiN
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18. Peraturan Menten Pendidikan dan Kebudayaan Nomor ©% Tahgu,\
2013 tentang Standar sy Ptndichlf;-m‘i}fw;u _‘L‘“‘:-}-\.it‘nc:m;‘.h [Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor S09); ]

19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 02 Tahllm

2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar t?.!t‘ Menengah (Berita
Negara Repx;blik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3101, B

20. Peraturan Menten Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 1"‘1"‘;.;,111;:1
2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Ex}::tl\‘\:;nz::z_bc.ko!n.n
Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 813

21. Peraturan Menteni
2014 tentang Pedoman Pe
Pendidikan Dasar Menengah
Tahun 2014 Nomor 607);

ri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun

Milik Daerah (Berita Negar

Pendidikan dan Kebudayaan Nomer 36 Tahun
adirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan
(Berita Negara Republik Indonesia

22. Peraturan Mente 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang -2 Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 337);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeni Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita
Negara Tahun 2017 Nomor 1956):

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun
.Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8. Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Bogor Nomor 37);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor
Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor
Nomor 56

26. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);

. Peraturan Bupati Bogor Nomor 45 Tahun 2010 tentang Kedudukan.

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kepa Dinas
Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 45);

_ Peraturan Bupati Bogor Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan.
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor S3);

29. Peraturan Bupati Bogor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian
Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Perangkat Daerah (Benta
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 2);

30. Peraturan Bupati Bogor Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar

r Tahun 2017 Nomor 9): dan

(Berita Daerah Kabupaten Bogo
/64/Kpts/ Per-UU/2017 tentang

31. Keputusan Bupati Bogor Nomor 503 7
Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

2009 tentang

Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia Nomor: AHU-03527.50.10.2014 tentang Pengesahan
Pendirian Badan Hukum Yayasan Pondok Pesantren Tahfidz Ar-
Rasyid tangg_al 27 Juni 2014;
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kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhin
tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ”"';’ - :U_ ‘-1..._‘,.‘_',"_.,_:-_::: ach
dan/atau batal demi hukum; dapat dibatalkan

Segala penyimpangan dan atau kelalasan atas diktum kedua, ket

KELIMA i
keempat keputusan ini baik sengaja maupun tdak sengaja sehingga
merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka ‘y:epur_u-ﬁ,}]n
ini batal demi hukum;

KEENAM :  lzin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta ini berlaku sepanjang pemegang
izin mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan tidak mengalami perubahan,

KETUJUH :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : 12 Maret 2018
a.n. BUPATI BOGOR
KEPAL/ st PENANAMAN MODAL DAN
AN RPADU'SATU PINTU
eN BOGOR
}YO, CES
ama Muda
131992031006
1
Tembusan :
Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan); :

YR
. Yth.

:\JSJ\U'IJ-‘-QIO-_-

: Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor,

vth. Inspektur Kabupaten Bogor,
Asisten Pemerintahan dan Kescjahteranan Rakyat Pada Setda Kabupaten Bogor

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;

Yth. Camat Cibinong;
Yth. Lurah Pabuaran.
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